


Semua masukan dan harapan yang'; tercermin
dalam laporan panitia khusus tentunya akan dapat
kami jadikan sebagai referensi, sekaligus sebagai
bahan pertimbangan kami dalam merumuskan
berbagai kebijakan pemerintah di waktu yang akan
datang.

Demikian beberapa hal yang dapat kami
sampaikan dalam Rapat Paripurna persetujuan 3buah
Rancangan Peraturan Daerah, melalui Sidang Dewan
yang terhormat.

Semoga Allah Swt memberikan petunjuk dan
bimbingan kepada kita dalam membangun daerah dan
mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang.
Sekian terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang

H. ABDUL HAFIDZ



ERITA ACARA '

—

NOMOR : 900 /445/ 2016
NOMOR : 900 //38/ 2016

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE:RAH
KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MIZNENGAH DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 201€-2021

Pada Hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus Dua Ribu Enam
Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

4. H. ABDUL HAFIDZ - Bupati Rembang, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten
Rembang yang beralamat di jalan P. Diponegoro
No 90 Rembang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA .

2. H. MAJID KAMIL MZ. -Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang.

3. H. GUNASIH,S.E. - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang .

4. H. BISRI CHOLIL LAQUF - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang .

5. SUMARSIH - Wakil Ketua Dewah Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembarig

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA



Menyatakan bahwa :

1.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021
menjadi Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh FIHAK PERTAMA dengan
penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang paca catatan terlampir berita
acara ini;

L]

PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk

mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 ( tiga ) nari kerja setelah ditanda
tangani Persetujuan Bersama ini .

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam
rangkap 2 ( dua ) untuk dapat dipergunakan sebagaimana rnestinya.

Rembang, 23 Agustus 2016

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFID



ey

ERITA ACARA

NOMOR : 900 /4% 2016
NOMOR : 900 /£ 2016

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN KABUPATEN REMBANG

Pada Hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus Dua Ribu Enam
Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. ABDUL HAFIDZ

2. H. MAJID KAMIL MZ.

3. H. GUNASIH,S.E.

4. H. BISRI CHOLIL LAQUF

5. SUMARSIH

. Bupati Rembang, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten
Rembang yang beralamat di jalan P. Diponegoro
No 90 Rembang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA .

: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang.

: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang .

- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang .

: Wakil Ketua Dewah Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.



Menyatakan bahwa :

=

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menjadi Peraturan Daerah yang
telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan
sebagaimana tertuang pada catatan terlampir berita acara ini; )

. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk

mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 ( tiga ) hari kerja setelah ditanda
tangani Persetujuan Bersama ini .

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam
rangkap 2 ( dua ) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 23 Agustus 2016

BUPATI REMBANG

-~

- ABDUL HAFID H. MA AMIL MZ.

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN

REMBANG
A

H. GUNASIH)S.E.

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG

d\

M. BISRI CHOLIL LAQUF

WAKIL KETUA DPD KABUPATEN
REMBANG

4

-~

SUMARSIH



BERITA ACARA

NOMOR : 900 /499 2016
NOMOR : 900 /7837 2016

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

KABUPATEN REMBANG

Pada Hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus Dua Ribu Enam
Belas kami yang bertanda tangan dibgwah ini :

1. H. ABDUL HAFIDZ

2. H. MAJID KAMIL MZ.

3. H. GUNASIH,S.E.

4. H. BISRI CHOLIL LAQUF

5. SUMARSIH

: Bupati Rembang, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten
Rembang yang beralamat di jalan P. Diponegoro
No 80 Rembang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA .

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang.

: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang .

. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang .

: Wakil Ketua Dewah Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaton Rembang, selanjutnya disebut sebagni PIHAK KEDUA



Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten
Rembang menjadi Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA
dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir
berita acara ini; :

2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk
mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 ( tiga ) hari kerja setelah ditanda
tangani Persetujuan Bersama ini .

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam
rangkap 2 ( dua ) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 23 Agustus 2016

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFID

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG

2

\
\

SUMARSIH



-

PROVINSI JAWA TENGAH '

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN

DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah,
pengelolaan  pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang
merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan

Mengingat

DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Wakil Bupati terpilih;;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 267 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

ditetapkan dengan Peraturan Daerah;;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b
perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang dengan menetapkan Keputusan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi  Jawa
Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisime:



\]

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang
Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentanng Sintem Informaa Kennngoan Daeraly

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tenting Penpelolian Kenangan Daeraly



.
Y

FAVE

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27

28.

29.

30.

<

32.

33.

34.

FETALUTAN FEImerntan INOmor ©d lanun  Zuud
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006
tentang Tata  Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah  Kepada
Masyarakat;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-Undangan;



-

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41

42

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015 - 2019;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Provinsi Jawa Tengah,;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-
2025;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2014 tentang Rencana Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1
tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Rembang tahun 2005-
2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Rembang tahun 2011-2031;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang
Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus | Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 23 Agustus
2016.

Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 23 Agustus
2016.

Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Rembang
tnngenl 23 Apustug 20106,



MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2016-2021 sebagaimana terlampir .

KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, 'kepada Bupati
Rembang .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal, 23 Agustus 2016




PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
NOMOR |4 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI

Menimbang: a.

Mengingat :

KEPENDUDUKAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

bahwa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di
Kabupaten Rembang telah diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

bahwa dengan: berlakunya Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b
perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang dengan menetapkan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah:;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan;

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang
Keimigrasian:



10.

i & 17

12,

13.

14.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil:

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang
Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan  Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang Nomor Ol Tahun 2014
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang



Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat

Menetapkan:
PERTAMA :

KEDUA

KETIGA

Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 23 Agustus
2016.

2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 23 Agustus
2016.

3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
tanggal 23 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN

Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor
4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan sebagaimana terlampir .

: Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah

sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada ‘Bupati
Rembang .

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal, 23 Agustus 2016




PROVINSI JAWA TENGAH -

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
NOMOR (5 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Menimbang :

Mengingat :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

bahwa Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi di Kabupaten Rembang telah diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun
2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi;

bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XI1/2014 menyatakan
penjelasan Pasal 124 yang mengatur tarif retribusi Menara
Telekomunikasi tidak memiliki kekuatan hukum sehingga
perlu melakukan penyesuaian terhadap pengaturan tarif
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3
Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b
perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang dengan menetapkan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi;



10.

21,

12,

13.

Memperhatikan :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun
2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang sebagaimana diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun
2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01
Tahun 2015 ‘tentang Perubahan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01
Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang.

1. Laporan Panitia Khusus Il Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 23 Agustus
2016.

2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 23 Agustus
2016.

3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna
Dewan Perwakilan Ralyat Dacrah Kabupaten Rembang
taneooal 22 Aonjatiie 201A



K

Menetapkan:
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor
3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana terlampir .

: Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah

sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati
Rembang .

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal, 23 Agustus 2016

DEWAN. PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
: Ketua, b -

H. M KAMIL MZ



